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Abstract 
The purpose of this study is to ascertain the impact of 
capital spending, the Special Allocation Fund (DAK), and 
the General Allocation Fund (DAU) on the budgetary 
pressures placed on the provincial regional administration 
of West Sumatra. Purposive sampling was the method of 
sampling that was applied. For the 2019–2021 timeframe, 
19 districts/cities in the West Sumatra Province were 
included in the research sample. Secondary data from the 
Ministry of Finance's DJPK website and the Central 
Statistics Agency (BPS) were utilized. Multiple regression 
analysis, which includes the t, f, and coefficient of 
determination tests, is the analytical technique employed. 
The regression test's findings indicate that capital 
spending has no significant impact on fiscal stress, but 
DAK and DAU have substantial negative and positive 
effects, respectively. the concurrent impact of capital 
spending, DAU, and DAK on major fiscal strain in the 
West Sumatra Province regional government in 2019–
2021. 
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PENDAHULUAN 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Prasad et al., 2019). Otonomi daerah telah 
diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 dimana undang-undang yang telah disempurnakan dari 
undang-undang sebelumnya yaitu UU No.22 Tahun 1999 yang berisikan penjelasan 
mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  (Halim dan Abdullah, 
2007). 

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi karena terbatas pendapatan 
daerah yang sangat besar mempengaruhi pendapatan. Dengan tingkat yang tinggi tekanan 
fiskal, daerah menjadi lebih termotivasi untuk menggali dan mengoptimalkan pendapatan 
daerah mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat pemerintah. Menurut Sobel dan 
Holcombe dan Setyawan, (2010), krisis keuangan disebabkan oleh kurangnya pendapatan 
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran.  
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Fiscal stress ini ditandai fenomena dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 mengenai 
Pajak Retribusi Daerah yang sebelumnya mengatur pendapatan daerah yang dipungut 
kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat, menjadi daerah diberikan kewenangan dalam 
pelaksanaan pemda dalam bentuk melayani publik. Kemunculan undang-undang ini 
disebabkan oleh kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan basis pajak daerah, 
masalah dalam pemungutan Peraturan Daerah, dan kelemahan dalam pengawasan pendapatan 
daerah karena mekanisme pengawasan yang masih bersifat otoriter dan minimnya penerapan 
sanksi yang efisien. 

Kemudian kuatnya peran pemerintah pusat dalam mengelola APBD juga menjadi 
tantangan terbesar dalam desentralisasi fiskal. Hal ini diketahui dari banyaknya daerah yang 
menjadikan sebagian besar APBD bergantung dari aliran dana transfer pemerintah yang 
sebenarnya ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah. Mengingat 
Sebagian besar dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, terutama yang bersumber 
dari Dana Alokasi Umum (DAU), dipakai khususnya untuk belanja pegawai. Di sebagian 
wilayah, alokasi untuk belanja pegawai bahkan mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan 
bahwa esensi dari desentralisasi fiskal ini belum optimal. Dana Alokasi Umum (DAU) APBN 
menyuplai dana agar dapat memfasilitasi proses desentralisasi dan pemerataan kapasitas 
keuangan daerah (Savitri, 2021). 

Faktor yang  kedua  Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan transfer 
dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang 
dianggap sebagai prioritas nasional. DAK diharapkan dapat membantu daerah dalam 
menyediakan layanan publik yang lebih baik dan melaksanakan proyek pembangunan. 
Namun, pengelolaan DAK sering kali tidak lepas dari berbagai masalah yang dapat 
menyebabkan tekanan fiskal atau fiskal stress bagi pemerintah daerah (Purbadharmaja et al., 
2019; Sulaiman et al., 2021). 

Dalam upaya meningkatkan fasilitas penunjang dan layanan, belanja modal memiliki 
peran yang signifikan dalam proses pembangunan di daerah, termasuk Sumatera Barat. 
Sharma (2012) menyatakan bahwa dalam konteks pembangunan daerah, dimensi, 
kemampuan belanja, dan efisiensi penggunaan dana modal pemerintah memiliki dampak 
terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena pentingnya belanja modal dalam konteks 
pembangunan, pemerintah diwajibkan untuk menetapkan regulasi terkait belanja modal 
minimum yang perlu dialokasikan dalam APBD. Dengan adanya peraturan mengenai alokasi 
minimal belanja dari berbagai aspek APBD, pemerintah daerah diharapkan dapat optimal 
dalam memanfaatkan potensi lokalnya, yang pada gilirannya dapat berdampak positif dalam 
mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat (Sharma, 2012). 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang dipaparkan, dibutuhkan  penelitian 
terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi Fiscal Stress (tekanan anggaran) dengan 
tujuan mencapai efektivitas yang mampu meningkatkan kualitas anggaran pemerintah daerah, 
berdampak positif bagi kesejahteraan publik. Dari sudut pandang lain, penelitian mengenai 
Fiscal Stress secara umum sebelumnya belum mencapai hasil yang konsisten dan masih 
terbatas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat 
mengumpulkan bukti empiris mengenai pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap 
Fiscal Stress pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat 

 
 

REVIU LITERATUR  
Teori Keagenan 

Jensen & Meckling (1976) mengidentifikasi di mana prinsipal mempekerjakan orang 
lain untuk melakukan layanan tertentu demi keuntungan mereka dan mendelegasikan kuasa 
dalam pemilihan keputusan kepada agen. Asas dasar teori ini menggambarkan bahwa 
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terdapat dua kelompok yang terlibat dalam suatu kesepakatan atau kontrak, yakni prinsipal 
yang memberikan kuasa, dan penerima wewenang tersebut yang disebut dengan agen. Fokus 
utama penelitian ini berkisar pada teori keagenan, yang dapat mendefinisikan hubungan 
antara prinsipal dan agen dalam progress penganggaran serta  perubahan anggaran. Dalam 
konteks penganggaran, prosesnya dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif dan legislatif. 
Perilaku ini terkait dengan tingginya kepentingan pribadi lembaga legislatif yang 
menguntungkan politisi (Keefer & Khemani, 2003). Hubungan eksekutif-legislatif tidak 
terbatas pada penganggaran tetapi meluas ke konteks lain, misalnya proses pemilu (Parawitha 
Lucca, 2022). 
 
Fiscal Stress 

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran yang terjadi karena terbatas pendapatan 
daerah yang sangat besar mempengaruhi pendapatan. Dengan tingkat yang tinggi tekanan 
fiskal, daerah menjadi lebih termotivasi untuk menggali dan mengoptimalkan pendapatan 
daerah mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat pemerintah. Menurut Sobel dan 
Holcombe dan Setyawan, (2010), krisis keuangan disebabkan oleh kurangnya pendapatan 
untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. 
 
Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) APBN menyuplai dana agar dapat memfasilitasi proses 
desentralisasi dan pemerataan kapasitas keuangan daerah (Savitri, 2021). Dana Alokasi 
Umum (DAU) memainkan peran penting dalam menentukan tekanan fiskal. DAU merupakan 
salah satu jenis alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
untuk mendukung operasional keuangannya. 

Dana Alokasi Khusus 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang disalurkan kepada daerah dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu mendanai kebutuhan 
khusus. Tidak dapat diperkirakan setiap tahunnya jumlah DAK yang diberikan karena 
prosedur alokasi DAK mempertimbangkan ketersediaan dana APBN. Dana Alokasi Khusus 
(DAK) tersedia untuk daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan atau masalah khusus 
 
Belanja Modal 

Belanja modal mengacu pada pendanaan yang ditujukan guna mendapatkan barang-
barang atau membangun aset tetap yang berdampak positif dalam periode lebih dari satu 
tahun. Selain itu, belanja modal juga mencakup penggunaan jasa yang terkait dengan realisasi 
program pemerintah daerah Erlina dan Rasdianto (2013:31). 

 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian Icih, et al., (2021) Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Modal, 
Pertumbuhan Ekonomi PDRB, Dana Alokasi Umum, Desentralisasi Fiskal, dan Diversifikasi 
Pendapatan Daerah terhadap Fiscal Stress. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh 
negatif terhadap fiscal stress, artinya semakin besar DAU yang diterima daerah, semakin 
rendah tekanan fiskal yang dialami. Sebaliknya, belanja modal memiliki pengaruh positif 
terhadap fiscal stress, di mana peningkatan belanja modal tanpa diimbangi dengan PAD yang 
memadai dapat menyebabkan tekanan fiskal yang lebih tinggi. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Marya Ulfa Q, et al. (2021) mengenai 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tekanan 
fiskal di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PAD dan DAU tidak 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tekanan fiskal di Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jambi. 

Hal yang sama dilakukan Widyahastuti (2021) dengan judul Pengaruh Kemandirian 
Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Fiscal 
Stress di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel 
kemandirian keuangan memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap tekanan fiskal, 
sementara desentralisasi fiskal berpengaruh positif secara parsial. Pertumbuhan ekonomi 
tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap fiscal stress, sedangkan belanja modal 
memiliki pengaruh negative teradap fiscal stress. 

 
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap fiscal stres 

Dana Alokasi Umum diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak dan pendapatan 
negara lainnya. Dana ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan 
berbagai program dan kegiatan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
dan pelayanan dasar lainnya. Besarannya ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk 
populasi, kemiskinan, dan kinerja fiskal daerah. Dana Alokasi Umum memiliki peran penting 
dalam menjaga keseimbangan pembangunan antara daerah-daerah di Indonesia. m beberapa 
tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengalami Fiscal Stress yang signifikan. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi Fiscal Stress ini adalah penggunaan DAU yang tidak efektif. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam penggunaan DAU untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan sumber daya dan mengurangi Fiscal Stress. 

Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Juniarti (2023) di Jambi menemukan bahwa 
peningkatan DAU berpengaruh terhadap fiscal stress. Dapat diartikan bahwa jika DAU 
meningkat maka fiscal stress juga akan mengalami peningkatan. Mengacu pada penjelasan 
sebelumnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut: 
H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap fiscal stress pada pemerintah 
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 

 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal  

Menurut Darise (2008:137), Tujuan Dana Alokasi Khusus guna mendanai proyek-
proyek tertentu pada daerah yang menjadi tanggung jawab daerah dan mengutamakan prioritas 
nasional. Ini meliputi pembiayaan sarana dan prasarana layanan dasar publik yang belum 
memenuhi kriteria yang ditentukan ataupun memacu pertumbuhan pembangunan daerah. DAK 
berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan kepada daerah-daerah yang memiliki 
keterbatasan kemampuan fiskal. 
Menurut teori keagenan, DAK adalah sejumlah uang yang disalurkan oleh pemerintah pusat 
untuk pemerintah daerah atau kabupaten, di antara badan-badan pemerintah di tingkat yang 
lebih rendah, untuk tujuan tertentu. Dalam teori keagenan, prinsipal (pemberi wewenang) dan 
agen (pelaksana wewenang) memiliki hubungan dimana prinsipal ingin memastikan bahwa 
agen bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Rumusan hipotesis penelitian berikut ini 
dapat dibuat berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas: 
H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Fiscal Stress pada 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 
 
Pengaruh Fiscal stress terhadap Perubahan anggaran belanja modal  

Belanja modal adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas publik, dan program-program 
pemerintahan. Namun, penggunaan belanja modal yang tidak efektif dapat meningkatkan 
tekanan fiskal dan mengakibatkan fiscal stress. Berikut adalah beberapa penelitian yang 
membahas tentang pengaruh belanja modal terhadap fiscal stress: 
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Penelitian oleh Bernadeta Eva Mariani (2016) Penelitian ini menemukan bahwa 
pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress di 
kabupaten/kota Sumatera. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran belanja modal yang tidak 
merata di beberapa daerah, seperti kabupaten Ketapang yang memiliki belanja modal tertinggi 
di Kalimantan Barat. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
H3: Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah 
Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

 
 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini bersifat asosiatif kausal yang memakai pendekatan kuantitatif. 

Tujuan penelitian asosiatif kausal agar dapat mengidentifikasi keterkaitan sebab-akibat antara 
dua variabel maupun lebih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2008). Pendekatan 
kuantitatif diaplikasikan pada penelitian ini dengan penggunaan data numerik atau angka 
yang dianalisis menggunakan metode statistik. Variabel yang terlibat ada penelitian ini adalah 
DAU, DAK, Belanja Modal sebagai variabel independen, sementara fiscal stress menjadi 
variabel dependen. Wilayah penelitian berfokus kepada kabupaten/kota di Provinsi Sumatra 
Barat, dan alisis statistik dipergunakan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara 
variabel independen dan variabel dependen. 

Populasi pada penelitian merujuk kepada keseluruhan subjek atau objek yang menjadi 
fokus pengamatan atau kajian. Arikunto (2002) mengartikan populasi sebagai keseluruhan 
objek yang menjadi fokus penelitian, di mana semua bentuk yang relevan di lapangan akan 
didalami dan didokumentasikan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari semua 
Kabupaten/Kota yang mempunyai data lengkap terkait DAU, DAK, dan Fiscal stress dari 
tahun 2019 sampai 2021, yang tersedia dalam database BPS Provinsi Sumatera Barat. 
Pemilihan sampel penelitian dengan memakai memetode purposive sampling, sebagai kriteria 
utama adalah ketersediaan data yang lengkap mengenai DAU, DAK, dan Fiscal stress dari 
tahun 2019 sampai 2021 
 
Teknik Analisis Data 

Dalam analisis statistik deskriptif, beberapa statistik yang digunakan termasuk rata-
rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik ini 
mencerminkan nilai-nilai pusat, nilai terendah, dan nilai tertinggi dari distribusi data. Tujuan 
utama dari analisis statistik deskriptif adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang data 
yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap setiap indikator pengukuran variabel. 

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier 
Berganda. Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti perlu memverifikasi beberapa asumsi 
untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam model regresi mencerminkan data dan 
tren yang sebenarnya dengan akurat. Analisis regresi ini didasarkan pada tiga asumsi utama, 
yakni adanya multikolinearitas, normalitas, dan heteroskedastisitas. Beberapa uji statistik, 
termasuk uji regresi parsial (t-test), uji regresi simultan (F-test), dan uji koefisien determinasi 
(Adjusted R-Squared), digunakan untuk mengevaluasi hipotesis:: 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian 

Analisis statistik deskriptif adalah metodologi yang digunakan untuk 
mengkarakterisasi dan memahami karakteristik dari sebuah dataset tanpa membuat 
generalisasi yang luas (Ghozali, 2016). Pendekatan ini menggunakan ukuran-ukuran seperti 
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standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, rata-rata, median, dan parameter statistik 
lainnya untuk menilai distribusi data. Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang berasal dari tanggapan 
responden di berbagai indikator pengukuran.. 
 
Fiscal Stress 

Analisis deskriptif dari variabel Fiscal Stress untuk periode 2019 hingga 2021 di 
Kabupaten/Kota, Fiscal Stress mengacu pada tingkat tekanan fiskal yang dihadapi oleh suatu 
wilayah, yang mencerminkan kondisi keuangan daerah tersebut. Pada tahun 2019, Kabupaten 
Tanah Datar memiliki tingkat Fiscal Stress tertinggi dengan nilai 19,07, sedangkan Kota 
Padang memiliki tingkat Fiscal Stress terendah dengan nilai 14,14. Namun, pada tahun 2020, 
Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tingkat Fiscal Stress tertinggi dengan nilai 19,46, 
sementara Kota Padang memiliki tingkat Fiscal Stress terendah dengan nilai 14,66. Pada 
tahun 2021, Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat Fiscal Stress tertinggi dengan nilai 
18,97, sementara Kota Pariaman memiliki tingkat Fiscal Stress terendah dengan nilai 11,20. 

Secara keseluruhan, rata-rata Fiscal Stress untuk Kabupaten/Kota selama periode 
2019-2021 adalah sekitar 16,99, dengan standar deviasi sekitar 0,97. Ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami variasi yang relatif kecil dalam tingkat tekanan 
fiskal mereka selama periode tersebut. Analisis ini memberikan gambaran tentang kondisi 
keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode tersebut. Kabupaten/Kota dapat 
menggunakan informasi ini untuk memahami tingkat tekanan fiskal mereka dan membuat 
keputusan yang lebih baik dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat mereka secara efektif. 

 
Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan yang vital bagi 
Kabupaten/Kota di Indonesia, dan analisis data DAU dari tahun 2019 hingga 2021 menyoroti 
pola alokasi dan tren perubahan di berbagai wilayah. Data tersebut menggambarkan alokasi 
DAU per kapita dalam rupiah (dinyatakan dalam persen), mencakup rata-rata, nilai 
maksimum dan minimum, serta deviasi standar. Dari data yang disajikan, Kabupaten/Kota 
menunjukkan variasi dalam alokasi DAU per kapita mereka. Kabupaten Pesisir Selatan 
menonjol dengan alokasi DAU tertinggi pada tahun 2020, mencapai 20,59 persen, sementara 
Kota Bukittinggi memiliki alokasi DAU terendah pada tahun yang sama dengan 19,97 persen. 
Selain itu, Kabupaten Padang memiliki alokasi DAU tertinggi pada tahun 2019, 20,88 persen, 
sementara Kota Sawahlunto memiliki alokasi DAU terendah pada tahun yang sama dengan 
19,77 persen. 

Tren umum menunjukkan variasi kecil dalam alokasi DAU dari tahun ke tahun di 
sebagian besar Kabupaten/Kota. Sebagian besar wilayah mengalami fluktuasi kecil dalam 
alokasi DAU mereka, tetapi ada beberapa pengecualian di mana fluktuasi lebih signifikan. 
Misalnya, Kabupaten Agam mengalami peningkatan alokasi DAU dari tahun 2019 hingga 
2020 (dari 20,54 menjadi 20,55persen), sementara Kabupaten Tanah Datar mengalami 
penurunan alokasi dalam periode yang sama (dari 20,39 menjadi 20,40 persen). 

 
Dana Alokasi Khusus 

Data Dana Alokasi Khusus (DAK) dari tahun 2019 hingga 2021 untuk 
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menunjukkan variasi alokasi dana dalam persentase 
tertentu. Kabupaten Padang Pariaman menonjol dengan alokasi DAK tertinggi pada tahun 
2020, mencapai 26,51 persen, sementara Kota Padang memiliki alokasi DAK tertinggi pada 
tahun 2021 dengan 26,55 persen. Di sisi lain, Kota Padang Panjang memiliki alokasi DAK 
terendah pada tahun 2019, hanya 24,63 persen. Secara umum, rata-rata alokasi DAK dari 
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tahun 2019 hingga 2021 adalah sebesar 25,80 persen, dengan deviasi standar sekitar 0,56. Ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi dalam alokasi dana 
mereka selama periode tiga tahun tersebut, meskipun fluktuasi tersebut relatif kecil. 

Tren umum menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami 
peningkatan alokasi DAK dari tahun 2019 hingga 2021, meskipun ada beberapa pengecualian 
di mana fluktuasi lebih signifikan. Misalnya, Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan 
alokasi DAK dari tahun 2020 ke 2021, sementara Kabupaten Solok mengalami peningkatan 
signifikan dalam periode yang sama. Analisis data ini memberikan wawasan yang berharga 
bagi pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya. 
Kabupaten/Kota dapat menggunakan informasi ini untuk memahami tren alokasi DAK 
mereka dan membuat keputusan yang lebih baik dalam memanfaatkan dana tersebut untuk 
mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek prioritas lainnya. 

 
Belanja Modal 

Analisis deskriptif dari variabel Belanja Modal untuk periode tahun 2019 hingga 2021 
di Kabupaten/Kota. Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang digunakan untuk 
pembelian atau investasi dalam aset modal, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Pada 
tahun 2019, Kota Padang mencatatkan jumlah belanja modal tertinggi sebesar 491 juta rupiah, 
sementara Kabupaten Solok memiliki belanja modal terendah dengan hanya 115 juta rupiah. 
Tahun 2020 menunjukkan variasi dalam belanja modal, dengan Kota Padang masih 
menunjukkan jumlah tertinggi sebesar 304,8 juta rupiah, dan Kabupaten Solok kembali 
memiliki belanja modal terendah dengan 32,74 juta rupiah. Tahun 2021, Kota Padang 
kembali memiliki belanja modal tertinggi dengan 297,91 juta rupiah, dan Kota Solok tetap 
menjadi yang terendah dengan 99,27 juta rupiah. 

Secara keseluruhan, rata-rata belanja modal untuk semua Kabupaten/Kota selama 
periode tersebut adalah sekitar 167,28 juta rupiah, dengan standar deviasi sekitar 66,98 juta 
rupiah. Hal ini menunjukkan variasi yang cukup besar dalam belanja modal antara 
Kabupaten/Kota. Analisis ini memberikan gambaran tentang alokasi belanja modal di 
Kabupaten/Kota Sumatera Barat selama periode 2019-2021. Informasi ini penting bagi 
pemerintah daerah untuk merencanakan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik 
untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. 

Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi ini membantu dalam menentukan kesesuaian penggunaan 
model regresi berganda dalam penelitian ini. 
 
Uji F 

Tabel 1. Hasil Uji F 
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Berdasarkan hasil Uji F, yang menilai regresi simultan, nilai signifikansi sebesar 
0,038, menunjukkan bahwa kurang dari 0,05. Ini memperlihatkan adanya pengaruh secara 
bersama-sama antara Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 
terhadap Fiscal Stress. 

 
Uji t 

Tabel 2. Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 
Sumber : Pengolahan data SPSS versi 25 (2024) 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data uji hipotesis diatas dapat diketahui bahwa Nilai 

signifikansi sebesar 0.008 < 0.05 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum 
berpengaruh secara signifikan terhadap fiscal stress, sehingga mendukung diterimanya 
hipotesis pertama. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.008 < 0.05, variabel Dana Alokasi 
Khusus menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap fiscal stress, sehingga mendukung 
diterimanya hipotesis kedua. Berlawanan dengan ekspektasi, nilai signifikansi sebesar 0.058 
< 0.05 untuk variabel Belanja Modal mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap fiscal stress, sehingga menolak hipotesis ketiga.. 
 
Koefisien Determinasi (R2) 
 

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Sumber : Pengolahan data SPSS versi 25 (2024) 
 
Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,146, yang 

menunjukkan bahwa 14,6% variasi variabel dependen (Fiscal Stress) dapat dijelaskan oleh 
variabel independen (Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Selain itu, nilai R-squared sebesar 0,098 
menunjukkan bahwa variabel lain memberikan kontribusi sebesar 9,8% terhadap variabel 
dependen (Fiscal Stress), sedangkan Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 
Khusus memiliki peran yang signifikan. Namun demikian, variabel-variabel independen yang 



1745 

dimasukkan dalam model gagal menjelaskan 90,2% dari varians tekanan fiskal. Hal ini 
menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, mungkin variabel yang tidak terukur atau faktor 
lingkungan eksternal, kemungkinan besar mempengaruhi tekanan fiskal. Akibatnya, terlepas 
dari kontribusi yang signifikan dari variabel-variabel independen, model ini tidak mampu 
menangkap semua aspek variasi. 

 
Pembahasan 
Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Barat 
 Nilai sig menunjukkan bahwa berdasarkan uji hipotesis, Dana Alokasi Umum 
berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. Didukung dengan t-hitung > t-tabel atau 2,754 > 2,005 dan nilai sig sebesar 0,008 < 
0,05. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Stres Fiskal pada 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat saling dipengaruhi secara signifikan. 
 Penemuan ini sejalan dengan temuan investigasi yang dilakukan oleh ICHSAN (2018), 
yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh yang baik 
terhadap fiscal stress. Pengeluaran di daerah dianggap sebagai tanda bahwa tekanan fiskal 
akan muncul. Teknik kesenjangan fiskal, yang mengukur kebutuhan daerah berdasarkan 
potensi ekonomi daerah, biasanya digunakan untuk menentukan kebutuhan DAU per daerah. 
Menurut penelitian ini, DAU secara signifikan dan positif mempengaruhi belanja daerah. 
Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki dampak langsung 
terhadap tekanan fiskal (Krogstrup & Oman, 2019). Namun, Fiscal stress dapat dipengaruhi 
oleh efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), suatu bentuk transfer 
fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Fitchen, 2019). Biasanya, DAU 
digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah yang melebihi pendapatan asli daerah (PAD) 
untuk mencegah terjadinya tekanan keuangan. Analisis data studi menunjukkan bahwa DAU 
menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan daerah dari tahun 2019 hingga 2021, yang 
menyoroti peran penting DAU dalam komposisi keuangan daerah. Sebagai contoh, pada 
tahun 2019, total pendapatan daerah Kabupaten Agam adalah sebesar Rp. 
2.750.630.839.061,- dengan Rp. 1.380.490.312.000,- atau 50% berasal dari DAU. Demikian 
pula dengan Pariaman yang menerima Rp 2.163.439.062.000 dalam bentuk DAU pada tahun 
2019, namun turun menjadi Rp 1.917.780.234.000 pada tahun 2020.Variabilitas ini dapat 
menyebabkan terjadinya Fiscal Stress jika DAU yang diterima rendah, meningkatkan risiko 
tekanan fiskal. 
 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Barat 
  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan 
terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan ini 
didukung oleh nilai t-hitung yang negatif melebihi nilai kritis t-tabel (-2,739 > 2,005) dan 
nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua teruji 
kebenarannya yang mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan 
teori keagenan, dampak ini bergantung pada faktor-faktor seperti keselarasan insentif, 
pengawasan yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas dalam kerangka kerja pemerintah. 
Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori keagenan, pemerintah dapat merancang kebijakan 
dan mekanisme untuk mengurangi tekanan fiskal dan memastikan penggunaan dana alokasi 
khusus yang bertanggung jawab oleh lembaga dan departemen (Rahayu & Junaidi, 2020). 
  Tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja kegiatan khusus 
menjadi berkurang dengan adanya DAK. Menurut lembaga penelitian (Wijana & SE, 2021), 
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Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja modal. 
Penelitian sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
tingkat Fiscal Stress di suatu daerah (Wujarso et al., 2023). Dalam konteks ini, Fiscal Stress 
merujuk pada tekanan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah akibat 
ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta kebutuhan mendesak untuk 
membiayai program-program dan layanan publik. Ditemukan bahwa DAK dapat berpengaruh 
terhadap tingkat Fiscal Stress di suatu daerah (Bessell & Bexley, 2021). Namun, penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armawaddin et al., 2017) yang 
menemukan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di 
Kabupaten/Kota di Sulawesi adalah signifikan.  
 
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat 
  Nilai signifikansi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata antara 
Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal 
ini sejalan dengan hasil uji hipotesis. 1,932 < 2,005 atau 0,059 > 0,05 yang didukung oleh t-
hitung > t-tabel. Analisis ini menunjukkan bahwa belanja modal pada Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap fiscal stress. maka 
teori ketiga yang diajukan diterima. 
  Fiscal stress dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal (Fristanto, 2015). Suatu 
daerah dapat mengalami Fiscal stress dan menjadi tergantung pada transfer dari pemerintah 
pusat jika daerah tersebut meningkatkan belanja tanpa meningkatkan PAD (Martini et al., 
2020). Meskipun demikian, dinyatakan dalam (Muda, 2012) dan (Septira et al., 2019) bahwa 
peningkatan belanja modal memiliki dampak yang kecil terhadap tekanan fiskal.  
  Temuan investigasi ini tidak sesuai dengan temuan (Icih & Fadillah, 2021) studi ini 
menegaskan bahwa belanja modal mempengaruhi tekanan fiskal. Studi ini mendukung 
temuan studi lain (Azzahra et al., 2023) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak terlalu 
berpengaruh terhadap tekanan fiskal. Alasan utama dari pergeseran pembiayaan ini adalah 
kebutuhan untuk meningkatkan layanan publik, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah 
yang dialokasikan atau perubahan arah belanja langsung untuk layanan publik, khususnya 
pembangunan infrastruktur (Widyasari et al., 2023). Anggaran daerah biasanya meningkat 
secara dramatis sebagai hasil dari investasi pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur. 
Namun, jika hal ini tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan, hal ini 
dapat menyebabkan tekanan fiskal yang parah, yang merupakan cerminan dari 
ketidakseimbangan anggaran antara pendapatan dan pengeluaran (Savitri, 2021). Seiring 
berjalannya waktu, peningkatan standar infrastruktur suatu daerah diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan daerah di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian Fiscal 
Stress dapat dipengaruhi oleh peningkatan belanja daerah. 
 
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap 
Fiscal Stress Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 
  Fiscal stress yang diakibatkan oleh pendapatan daerah yang tidak mencukupi, dapat 
secara signifikan mempengaruhi penyediaan layanan publik. Dorongan untuk meningkatkan 
otonomi daerah menimbulkan beban keuangan tambahan, yang membutuhkan 
ketergantungan yang lebih besar pada sumber-sumber pendapatan internal untuk menutupi 
berbagai pengeluaran. Keberhasilan transisi menuju otonomi sangat bergantung pada 
kesiapan daerah dan ketersediaan sumber daya.  
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara belanja modal, 
dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap tekanan fiskal di Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Barat. Melalui pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa belanja modal, 
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dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
fiscal stress di daerah. Kesimpulan ini didukung oleh hasil uji F sebesar 0,038 < 0,05 yang 
mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel tersebut berpengaruh secara 
signifikan terhadap fiscal stress di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbarurrizqillah A.A. dan Suwardi 
B.H. (2017) mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana 
alokasi khusus terhadap belanja modal, dengan fokus khusus pada kabupaten dan kota di 
provinsi Jawa Timur. Temuan mereka menunjukkan bahwa komponen belanja modal, dana 
alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) secara bersama-sama memberikan 
dampak yang signifikan terhadap tekanan fiskal. 
  Arnett (2018) mengidentifikasi lima indikator utama untuk menilai tekanan fiskal di 
tingkat daerah: defisit anggaran, peningkatan pajak relatif terhadap tren pengeluaran, saldo 
anggaran akhir tahun yang tidak memadai, kinerja pendapatan pemerintah daerah yang 
memburuk, dan rasio keuangan. Namun, penelitian sebelumnya oleh Gowon dkk. (2021) 
mengindikasikan bahwa penggunaan gabungan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana 
alokasi umum (DAU) tidak mempengaruhi tekanan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa PAD 
dan DAU yang dianggarkan lebih tinggi tidak berdampak pada tekanan fiskal. Akibatnya, 
variabel lain dapat menjelaskan efek dari tekanan keuangan. Perlu dicatat bahwa analisis ini 
tidak memasukkan variabel dana bagi hasil (DBH) dan hanya berfokus pada variabel PAD 
dan DAU. 
 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahapan pengumpulan, 
pengolahan, dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dana Alokasi 
Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi 
Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap 
Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Belanja Modal tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Fiscal Stress Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Fiscal Stress dipengaruhi secara signifikan oleh 
Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum. 
 
Keterbatasan  

Studi tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat 
memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan bahwa penelitian ini mungkin 
terbatas oleh ketersediaan data yang akurat dan lengkap tentang DAU, DAK, Belanja Modal, 
dan Fiscal Stress. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengurangi validitas hasil 
penelitian. Studi ini mungkin tidak mempertimbangkan semua faktor yang dapat 
memengaruhi Fiscal Stress di pemerintah daerah. Ada faktor-faktor lain seperti pendapatan 
asli daerah, tingkat inflasi, utang daerah, dan lain-lain yang juga dapat berkontribusi terhadap 
Fiscal Stress. Ada kemungkinan adanya masalah endogenitas dalam hubungan antara variabel 
yang dipelajari. Misalnya, ada kemungkinan bahwa Fiscal Stress mempengaruhi alokasi 
DAU, DAK, dan Belanja Modal, bukan sebaliknya. 
 
Saran  

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi berikut ini dapat diusulkan untuk 
diimplementasikan bahwa pemerintah disarankan untuk melakukan studi kelayakan untuk 
mengevaluasi dampak belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kebijakan alokasi 
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dana publik lainnya terhadap tekanan fiskal. Penilaian ini akan memberikan wawasan yang 
berharga tentang efektivitas dan efisiensi alokasi dana. Pertimbangan di masa depan 
mempertimbangkan untuk memasukkan variabel-variabel tambahan sebagai faktor 
independen, karena ada kemungkinan variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
dapat mempengaruhi fiscal stress. 
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